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Aparat Didorong W
Terapkan Hukum Kebiri

Penerapan hukuman kebiri hingga saat ini
belum pernah dilakukan di Indonesia.

W FEBRIANTO ADI SAPUTRO,
NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Dorongan untuk
menerapkan hukuman kebiri bagi
predator puluhan siswi di lembaga
pendidikan di Bandung terus disua-
rakan. Ketua Komisi VIII DPR Yan-
dri Susanto menyatakan, ia men-
dukung penegak hukum mulai me-
nerapkan hukuman kebiri kepada
oknum guru Herry Wirawan.

Menurut Yandri, selain sanksi
kebiri, pelaku juga seharusnya dipi-
dana dengan hukuman maksimal
selama 20 tahun penjara. "(Hu-
kuman kebiri) ini harus dimulai.
Karena kan selama ini pro- kon-
tranya sangat banyak. Ada yang
mengatakan itu HAM, ada dokter
yang nggak mau melakukan proses
kebiri," kata Yandri dalam diskusi
daring, Ahad (12/12). )

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur
Wahid menilai, salah satu alasan
banyaknya kasus kekerasan seksual
adalah hukuman yang kurang berat
bagi pelaku. Hal inilah yang mem-

 buat banyak pelaku kekerasan sek-

sual tak jera dengan hukuman yang
ada saat ini. Hidayat mendukung
penerapan hukuman kebiri, bahkan
hingga hukuman mati bagi pelaku
pemerkosaan. "Ini masalah me-
mang sudah darurat. Kalau me-
nurut saya, pemberatan itu bukan
hanya dengan kebiri, melainkan ju-

ga sampai hukuman mati," ujarnya.

Dorongan penerapan hukuman
berat untuk Herry Wirawan juga
disuarakan Perhimpunan Pendidik-
an dan Guru (P2G). Kepala Bidang
Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul
Haeri, menegaskan, pihaknya me-
ngecam oknum guru yang memer-
kosa puluhan siswa hingga beberapa
di antaranya melahirkan anak. P2G
mengusulkan agar Herry dihukum
penjara seumur hidup dan kebiri.

"Hukuman maksimal penjara
seumur hidup dan kebiri kimia bagi
oknum guru agar menjadi pembe-
lajaran bagi masyarakat. Jangan
sekali-sekali meniru perbuatan hina
itu," kata Iman Zanatul Haeri.

Berdasarkan data Kementerian
PPPA, kasus kekerasan seksual pa-
da 2021 mengalami peningkatan
dibanding sebelumnya. Sepanjang
Januari hingga November 2021,
jumlah anak korban kekerasan sek-
sual mencapai 7.545 anak. Di tahun
‘sebelumnya, jumlah anak korban
kekerasan seksual masih di angka
6.980 kasus.

Aturan kebiri

Ketua Perhimpunan Dokter spe-
sialis Andrologi Indonesia (Persandi)
Wimpie Pangkahila mengaku un-
dang-undang mengenai kebiri kimia
sudah ada, tinggal aturan pelak-
sanaannya. "Setelah dihukum pen-
jara, dikenakan hukuman kebiri ki-

mia. Tujuannya-menghilangkan
gairah seks dan kemampuan erek-
sinya, tetapi tentu ada efek samping
lainnya," ujarnya.

Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonesia (PB IDI) mengatakan,
hingga saat ini hukuman kebiri
kimia belum dilakukan di Indonesia

_karena belum ada kesamaan pen-

dapat siapa eksekutornya. "Pihak
IDI dengan pemerintah atau ekse-
kutor belum ada kesamaan pen-
dapat tentang siapa eksekutornya,”
ujar anggota Dewan Pakar PB IDI
Danardi Sosrosumihardjo saat di-
hubungi Republika, Jumat (10/12).

Menurutnya, jika dokter dimin-
tamenjadi eksekutor, akan berten-
tangan dengan etika dan sumpah
dokter. Sementara, Kémenterian
Kesehatan (Kemenkes) enggan ber-
komentar mengenai kemungkinan
pelaksanaan hukuman kebiri kimia
bagi predator seksual.

Ta mengeklaim, pemangku kebi-
jakan kebiri kimia bukan ranah
Kemenkes, melainkan aparat hu-
kum. "Yang pasti bukan kewenang-
an Kemenkes, melainkan aparat hu-
kum sebagai regulator atau pembuat
kebijakan," ujar Direktur Pencegah-
an dan Pengendalian Penyakit Me-
nular Langsung Kemenkes Siti Nadia
Tarmizi saat dihubungi Republika.
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